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K A TA  P E N G A N TA R

Puji syukur kita panjatkan ke had ira t Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahm at dan 

karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 - 2022 ini dapat tersusun dan selesai sesuai waktu 

yang telah d itetapkan.

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta ini 

disusun berdasarkan isu-isu strategis urusan penataan ruang dan pertanahan yang m enjadi tugas 

Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana urusan. 

Selain itu  Renstra in i juga disusun berdasarkan tu juan, sasaran dan kebijakan jangka menengah 

SKPD untuk mencapai tu juan dan sasaran serta ta rge t kinerja program prio ritas RPJMD selama 5 

(lima) tahun.

Selanjutnya Renstra yang sudah tersusun ini akan d ijadikan sebagai acuan utama dalam 

merencanakan program  dan kegiatan setiap tahunnya yang akan disusun m enjadi Rencana Kerja 

(Renja) Tahunan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan juga 

sebagai acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja SKPD hingga tahun 2022 yang akan 

datang.

Kami mengucapkan te rim a  kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung 

tersusunnya Renstra ini, te ru tam a kepada seluruh pegawai Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan berkontribusi secara 

proporsional baik langsung m aupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan 

Renstra ini dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta,T-M' April 2018

Kepala Dinas

Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta

Benni Aguscandra 

N IP .196908081998031004
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai pasal 11 Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

urusan pem erintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah te rd iri dari Urusan 

Pemerintahan W ajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan W ajib te rd iri atas 

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Sebagai pelaksanan urusan di Daerah perlu dibentuk 

organisasi perangkat daerah sebagaimana d ia tu r dalam Peraturan Pemerintah nom or 18 tahun 

2016 tentang Perangkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara Urusan 

Pemerintahan di Daerah sesuai Undang Undang no. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

m em iliki kewajiban untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana yang 

disebutkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di atas.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, memiliki sejarah yang panjang sebagai sebuah 

kota sejak mulai berdirinya di zaman kerajaan dan mulai berkembangnya pada zaman kolonial 

hingga zaman kemerdekaan saat ini. Sebagai kota yang sudah tua dan kedudukannya sebagai 

ibukota negara, DKI Jakarta sudah menjalani proses pengembangan dan pembangunan kota 

yang cukup panjang sejak zaman kolonial 

hingga saat ini. Peran Provinsi DKI Jakarta 

sebagai Ibu Kota Negara telah sangat 

menentukan bagi berjalannya pembangunan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tidak hanya pada lingkup lokal dan nasional, 

pada lingkup regional dan internasional pun 

DKI Jakarta tu ru t memainkan peran yang 

sangat penting. Perhatian terhadap Provinsi 

DKI Jakarta tidak hanya berasal dari dalam 

negeri, namun juga dari negara-negara lain.

Dari dalam negeri, Provinsi DKI Jakarta telah menjadi acuan utama bagi pelaksanaan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dari luar negeri, 

Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi bagi pusat pemerintahan menjadi pintu gerbang bagi negara- 

negara lain yang m em iliki kepentingan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan Pemerintah 

Republik Indonesia.

Seiring dengan usianya yang telah lebih dari 4 (empat) abad, kompleksitas permasalahan 

yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta pun semakin besar. Permasalahan-permasalahan 

menahun seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah dan lainnya te tap  menjadi 

pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih belum sepenuhnya dapat 

diselesaikan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar 

iklim  investasi dan pertum buhan ekonomi yang saat ini sudah cukup baik pun akan semakin 

bertum buh lebih tinggi hingga pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan di Provinsi DKI 

Jakarta.

Munculnya berbagai permasalahan menahun tersebut te rka it dengan penyelenggaraan 

penataan ruang yang belum optim al akibat pengendalian pemanfaatan ruang yang belum
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maksimal disamping kepadatan penduduk akibat arus urbanisasi yang sulit terkendali. Selain itu 

banyak kebijakan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan terkendala di lapangan dengan 

permasalahan pertanahan.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai SKPD baru berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI 

Jakarta merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan W ajib di bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang dan di bidang Pertanahan dengan tugas pokok melaksanakan perencanaan dan 

evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, 

pembinaan teknis bangunan gedung pem erintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Sebagai salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan W ajib di Daerah, Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah 

tingkat SKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan 

nasional yang d iatur dalam Undang-undang Nom or 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk 

menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 

sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Sedangkan keterkaitan proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Daerah dapat digambarkan sebagai berikut.
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G am b ar 1 .2K e te rka ita n P eren can aan  P em bangunan  Pusat dan D aerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dan juga untuk mendukung 

terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, maka perlu disusun sebuah 

Dokumen Rencana Strategis untuk mengarahkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 2018 - 2022

mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional;

5. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025;

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12. Undang-Undang Nom or 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan;

14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

15. Undang-undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;

17. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan M inim al;

19. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

21. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional;

22. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang M ilik 

Negara/Daerah;

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi, Puncakdan Cianjur;

28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;

29. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakh ir dengan Peraturan M enteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011;

30. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah;

33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan 

Penganggaran Terpadu;

35. Peraturan Daerah Nom or 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 

2030;

36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025;

37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2013-2017;

38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi;
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39. Peraturan Daerah N om or 12 Tahun 2016 ten tang Organisasi Perangkat Daerah;

40. Peraturan G ubernur N om or 279 Tahun 2016 ten tang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

41. Surat Edaran G ubernur N om or 34/SE/2017 ten tang  Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2018-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 in i adalah untuk menyediakan dokum en perencanaan 

jangka menengah yang m em berikan arah Kebijakan dan m erum uskan program  kegiatan yang 

sudah disesuaikan dengan program  nasional bidang penataan ruang dan pertanahan sehingga 

pelaksanaan program  pem bangunan akan semakin e fe k tif dan efisien. Adapun tu juan  

penyusunan Renstra ini adalah te rw u judnya  pem bangunan di bidang penataan ruang dan 

pertanahan di Provinsi DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan 

sesuai dengan Visi dan M isi yang telah d itetapkan.

M anfaat

Sedangkan tu juan dari Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PertanahanProvinsi DKI 

Jakarta tahun 2018 - 2022 ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi penyelenggaranaan urusan penataan ruang dan pertanahan di 

lingkungan Pem erintah Provinsi DKI Jakarta;

2. Sebagai pedom an penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

PertanahanProvinsi DKI Jakarta;

3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pem antauan dan evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan PertanahanProvinsi DKI Jakarta;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022ini 

disusun dengan sistem atika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang,

1.2 Landasan Hukum,

1.3 Maksud dan Tujuan,

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

11.1 Tugas, Fungsi, dan S truktu r Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

11.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,

11.2.1 Sumber Daya Manusia

11.2.2 A set/M oda l

11.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

11.3.1 Capaian Ind ika tor Kinerja

11.3.2 Realisasi Anggaran

11.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan
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Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

111.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,

111.2 Telaahan Visi, M isi, dan Program Kepala Daerah,

111.3 Telaahan Renstra K/L,

111.4 Telaahan Rencana Tata Ruang W ilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

111.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka M enengah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Ind ika tif 

Bab VII Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab VIII Penutup
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi OKI 

Jakarta

Kedudukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sesuai 

dengan Peraturan Gubemur DKI Jakarta No. 279 tahun 2016 adalah sebagai unsur 

pelaksana otonom i daerah di bidang penataan ruang dan pertanahan. Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan d ipim pin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubem ur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah melaksanakan 

perencanaan dan

evaluasi ruang kota, 

pengendalian 

pemanfaatan ruang, 

penyelenggaraan 

bangunan gedung, 

pembinaan teknis

bangunan gedung

pem erintah daerah 

serta perencanaan 

pertanahan. Dalam 

menjalankan tugas 

tersebut, Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan mempunyai 

fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

c. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan 

lahan sesuai dengan rencana kota;

d. perencanaan rencana rinci tata ruang;

e. pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;

f. perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pem erintah 

daerah;

g. penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;

h. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;

i. pemetaan ruang kota;
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j. penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;

k. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan 

gedungpemerintah daerah;

l. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana 

dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;

m. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang tata ruang, 

bangunan gedung dan pertanahan;

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan;

o. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta

Karya,TataRuang dan Pertanahan;

p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan; dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

2. S truktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta

S truktur organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan

Gubernur No. 279 tahun 2016 berikut Tugas dan Fungsi dari masing-masing perangkatnya

adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

DINAS/BIDANG/
SEKSI/SUB BAGIAN TUGAS POKOK /  FUNGSI

KEPALA DINAS Tugas:

a. memim pin dan mengoordinasikan pelaksanaan 

tugas dan fungsi dinas.

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana 

Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan 

SKPD/UKPDdan Instansi Pemerintah/swasta dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

SEKRETARIAT Tugas:

Administrasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B AG IAN TUGAS P O K O K / FUNGSI

Fungsi:

a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

dan Anggaran Sekretariat;

b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Sekretariat;

c. Pengoordinasian penyusunan bahan Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas 

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

d. Penyusunan Kebijakan, pedoman dan standar 

teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 

sekretariat;

e. Pelaksanaan m onitoring, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan Oleh Unit Kerja Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional 

dan tenaga teknis urusan tata ruang dan 

pengawasan bangunan

g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

h. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan

i. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan 

acara Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan.

j. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan 

perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

k. Pengelolaan Kearsipan, data dan informasi Dinas 

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

l. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, 

kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi sekretariat.
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B A G IAN TUGAS P O K O K / FUNGSI

BIDANG PERENCANAAN DAN 

PEMANFAATAN RUANG KOTA

Tugas:

Melaksanakan penyusunan perencanaan dan Evaluasi

rencana tata  ruang dan pengkajian dalam rangka

pengendalian pemanfaatan ruang kota.

Fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Perencanaan dan 

Pemanfaatan Ruang Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan 

Pemanfaatan Ruang Kota;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar 

teknis pelaksanaan perencanaan , pengendalian 

pemanfaatan dan evaluasi rencana tata ruang;

d. penyusunan dan evaluasi rencana riner tata 

ruang dan peraturan zonasi;

e. Penyusunan dan evaluasi rencana induk kawasan 

te rten tu ;

f. Pengkajian penatan kegiatan dalam pemanfaatan 

ruang;

g. Pengkajian penerapan teknik pengaturan zonasi, 

rencana pemanfaatan ruang dan pemberian 

insentif dan disinsentif;

h. Pelaksanaan m onitoring dan evaluasi pola ruang;

i. Penyusunan tanggapan terhadap keberatan 

masyarakat atas penerapan rencana tata ruang;

j. Pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan 

ruang sesuai lingkup tugasnya; dan

k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan 

Pemanfaatan Ruang Kota.

BIDANG PERENCANAAN DAN Tugas:

PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG . . .
melaksanakan perencanaan, pengkajian, pemantauan

dan evaluasi pemanfaatan prasarana tata  air,
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B A G IAN TUGAS POKOK /  FUNGSI

prasarana transportasi dan utilitas serta prasarana 

sosial dan mitigasi bencana.

Fungsi:

a. penyusunan rencana strantegis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Perencanaan dan 

Pemanfaatan Struktur Ruang;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan 

Pemanfaatan S truktur Ruang;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar 

teknis pelaksanaan perencanaan dan 

pemanfaatan prasarana transportasi, tata air, 

utilitas dan prasarana dan sarana kota;

d. penyusunan trace transportasi, ta ta  air, dan 

utilitas sesuai dengan rencana kota;

e. pelaksanaan m onitoring pemanfaatan prasarana 

transportasi dan tata air, utilitas, dan prasarana 

dan sarana kota;

f. penyusunan bahankajian dan evaluasi s truktur 

ruang, prasarana dan sarana kota;

g. Pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan 

ruang sesuai lingkuptugasnya; dan

h. pelaporandan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsiBidangPerencanaan 

dan Pemanfaatan S truktur Ruang

BIDANG PERTANAHAN DAN 

PEMETAAN

Tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data 

dasar; penyusunan peta dasar dan peta tem atik, serta 

menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan 

perencanaan pertanahan.

Fungsi:

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Pertanahan dan Pemetaan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaranBidangPertanahan dan
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SDPK

D IN A S /B ID A N G /
SEKSI/SUB B A G IA N  TUGAS POKOK /  FUNGSI

Pemetaan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknik 

pengukuran, pemetaan dan perencanaan 

pertanahan;

d. perencanaan dan pelaksanaan pengukuran 

kerangka dasar, pengukuran topografi lahan, 

pengukuran batas wilayah administrasi, dan 

pengukuran kelautan;

e. perencanaan dan penyusunan bahan penetapan 

t it ik  patok koordinat geografi acuan pemetaan;

f. pelaksanakan pematokan, pemantauan dan 

pemeliharaan patok t it ik  koordinat geografi acuan 

pemetaan;

g. pembuatan dan pengelolaan peta dasar dan peta 

tem atik;

h. pemutakhiran peta dasar secara berkala;

i. pembuatan peta lokasi penetapan rencana kota;

j. pelaksanaan penerapan rencana kota;

k. penyusunan rencana umum ketersediaan lahan;

l. penghimpunan dan penyajian data dan informasi 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan lahan;

m. penyusunan neraca penatagunaan lahan terka it 

penataan ruang kota;

n. pelaksanaan koordinasi te rka it pertanahan;

o. penelitian dokumen pertanahan;

p. pembinaan dan pemberdayaan kinerja tenaga 

fungsional pemetaan, pengukuran, dan 

pertanahan; dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bidang Pertanahan dan Pemetaan.

BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN Tueas:

Melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap

pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B A G IAN TUGAS P O K O K /F U N G S I

Fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Pengawasan Bangunan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Bidang Pengawasan 

Bangunan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis 

pelaksanaan pengawasan bangunan;

d. pengawasan pelaksanaan dan pemanfaatan 

bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas Cipta 

Karya Tata Ruang dan Pertanahan;

e. pembinaan pelaksanaan patro li ruang dan 

bangunan;

f. penyusunan konsep pertimbangan teknis rencana 

teknis bongkar/demolisi;

g. penelitian teknis pengawasan pelaksanaan dan 

pemanfaatan bangunan;

h. pengusulan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang 

dan penyelenggaraan bangunan gedung;dan

i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tuga dan fungsi Bidang Pengawasan Bangunan.

BIOANG PENINDAKAN PELANGGARAN 

PEMANFAATAN RUANG

Tugas;

Melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap 

pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan 

bangunan gedung, serta pengelolaan pengaduan dan 

penanganan hukum.

Fungsi;

a. menyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Penindakan pelanggaran 

pemanfaatan ruang;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran bidang penindakan 

pelanggaran pemanfaatan ruang;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan 

standar teknis pelaksanaan penindakan dan 

penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang dan 

penyelenggaraan bangunan gedung serta 

pengelolaan pengaduan dan penanganan hukum;

d. pengelolaan pengaduandan keberatan masyarakat 

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B AG IAN TUGAS POKOK /  FUIMGSI

pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung 

sesuai dengan lingkup tugas Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruangdan Pertanahan;

e. pendampingan dalam pelaksanaan penanganan 

hukum;

f. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi 

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan 

pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;

g. pelaksanaan m onitoring lapangan pelanggaran 

pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan 

gedung;

h. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk 

pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar 

paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang 

dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan 

gedung;

i. pembinaan dan m onitoring kinerja fungsi 

penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan 

pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung di 

Cabang Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan 

Pertanahan tingkat Kota, Kabupaten dan 

Kecamatan;

j. penyusunan bahan rekomendasi pencabutan izin 

dan penurunan golongan IPTB kepada 

penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP

);

k. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi 

pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan 

ruang dan pelanggaran penyelenggaraan 

bangunan gedung;

l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi te rka it 

dalam pelaksanaan penindakan dan penyidikan 

pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran 

penyelenggaraan bangunan gedung; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bidang Penindakan Pelanggaran 

PemanfaatanRuang.

BIDANG GEDUNG PEMERINTAH 

DAERAH

Tugas:

melaksanakan perencanaan dan pengawasan 

pembangunan baru dan perawatan/pem eliharaan 

bangunan gedung pem erintah daerah.
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D IN A S /B ID A N G /
SEKSI/SUB B A G IA N  TUGAS POKOK /  FUNGSI

Fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Bidang Gedung Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Bidang Gedung Pemerintah 

Daerah;

c. penyusunan kebijakan pedoman dan standar teknis 

pelaksanaan perencanaan dan pengawasan 

bangunan gedung pem erintah daerah;

d. pelaksanaan m onitoring, supervisi, fasilitasi dan 

konsultasi serta evaluasi terhadap perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan serta perawatan 

dan pemeliharaan bangunan gedung pem erintah 

daerah;

e. pelaksanaan bimbingan teknis pedoman dan 

standar teknis pelaksanaan perencanaan, 

pembangunan, perawatan dan pemeliharaan 

bangunan gedung pem erintah daerah;

f. perencanaan, pembangunan, perawatan dan 

pemeliharaan bangunan gedung pem erintah 

daerah sesuai lingkup tugas Dinas;

g. pengawasan perencanaan, pembangunan, 

perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung 

pem erintah daerah;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi te rka it 

dalam perencanaan, pengawasan, pembangunan 

serta perawatan dan pemeliharaan bangunan 

gedung pem erintah daerah;

i. pemberian pertimbangan teknis perencanaan dan 

perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung 

pemerintah daerah;

j. pemberian persetujuan teknis pembangunan 

gedung pem erintah daerah;

k. pembinaan teknis terhadap penyedia jasa 

konstruksi bangunan gedung;dan

l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bidang Bangunan Gedung 

Pemerintah Daerah.

SUKU DINAS KOTA Tugas:

Melaksanakan Urusan penataan ruang, pertanahan, 

bangunan gedung dan penataan bangunan dan
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B A G IAN TUGAS P O K O K / FUNGSI

lingkungan di wilayah Kota Adm inistrasi 

Fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Suku Dinas Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

c. penyusunan bahan evaluasi ta ta  ruang;

d. penyusunan bahan dalam rangka pembuatan 

neraca penatagunaan lahan dan rencana umum 

ketersediaan lahan;

e. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan 

kewajiban izin pemanfaatan ruang sesuai dengan 

lingkup tugas Suku Dinas Kota;

f. pelaksanaan pematokan, pemantauan dan 

pemeliharaan patak tit ik  koordinat geografi acuan 

pemetaan;

g. pelaksanaan pengukuran dan pematakan dalam 

rangka penerapan rencana kota sesuai dengan 

lingkup tugas Suku Dinas Kota;

h. pembuatan peta tem atik  sesuai dengan lingkup 

tugas Suku Dinas Kota;

i. pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar;

j. pengawasan dan pengkajian teknis

pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung 

yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;

k. penilaian teknis terhadap dokumen perencanaan 

bangunan gedung pem erintah daerah yang menjadi 

lingkup tugas Suku Dinas Kota;

l. pelaksanaan m onitoring, supervisi, fasilitasi dan 

konsultasi serta evaluasi perencanaan, perawatan 

dan pemeliharaan bangunan gedung pem erintah 

daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas Kota;

m. pengawasan perencanaan, pembangunan, 

perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung 

pemerintah daerah yang menjadi lingkup tugas Suku 

Dinas Kota;
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D IN A S /B ID A N G /
SEKSI/SUB B A G IA N  TUGAS POKOK /  FUNGSI

n. pemberian pertimbangan teknis rencana teknis 

bongkar /  dom isili yang menjadi lingkup tugas Suku 

Dinas Kota;

o. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi 

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan 

pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung;

p. pelaksanaan m onitoring lapangan pelanggaran 

pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan 

gedung;

q. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk 

pengenaan tindakan penertiban berupa bongkar 

paksa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang 

dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan 

gedung;

r. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi 

pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang 

dan pelanggaran penyelenggaraan bangunan 

gedung;

s. pengelolaan pengaduan atas tindakan pelanggaran 

pemanfaatan ruang dan pelanggaran 

penyelenggaraan bangunan gedung sesuai lingkup 

tugas Suku Dinas Kota;

t . pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan 

kepada pelaku pembangunan dan masyarakat 

sesuai lingkup tugas Suku Dinas Kota;

u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 

Suku Dinas Kota;

v. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;

w. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan 

pengaturan acara Suku Dinas Kota;dan

x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

SUKU DINAS KABUPATEN Tueas:

Melaksanakan Urusan penataan ru a n g , pertanahan,
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B A G IA N TUGAS P O K O K / FUNGSI

bangunan gedung dan penataan bangunan dan

lingkungan pada lingkup wilayah kabupaten.

Fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

dan anggaran Suku Dinas Kabupaten;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Suku Kabupaten;

c. penyusunan bahan masukan dalam rangka 

evaluasi pola dan struktu r ruang kota;

d. penyusunan bahan masukan dalam rangka 

pembuatan neraca penatagunaan lahan dan 

reneana umum ketersediaan lahan;

e. pelaksanaan inventarisasi tanah terlantar;

f. pelaksanakan pematokan, pemantauan dan 

pemeliharaan patok tit ik  koordinat geografi acuan 

pemetaan;

g. pelaksanaan pengukuran dan pematokan dalam 

rangka penerapan rencana kota sesuai dengan 

lingkup tugas Suku Dinas Kabupaten;

h. pengawasan dan penelitian teknis pelaksanaan 

dan pemanfaatan bangunan yang menjadi lingkup 

tugas Suku Dinas Kabupaten;

i. pengawasan perencanaan, pembangunan, 

perawatan dan pemeliharaan gedung pem erintah 

daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas 

Kabupaten;

j. pemberian pertimbangan teknis rencana teknis 

bongkar/dom isili;

k. pelaksanaan penindakan dan pengenaan sanksi 

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan 

pelanggaran pelenggaraan bangunan gedung;

l. pelaksanaan m on itoring  lapangan pelanggaran 

pemanfaatan ruang penyelenggaraan bangunan 

gedung;

m. penyusunan bahan rekomendasi kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja untuk pengenaan tindakan 

penertiban berupa bongkar paksa terhadap
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B A G IAN TUGAS P O K O K / FUNGSI

pelanggaran pemanfaatan ruang dan pelanggaran 

penyelenggaraan bangunan gedung;

n. pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi 

pidana atas pelaku pelanggaran pemanfaatan 

ruang dan pelanggaran penyelenggaraan 

bangunan gedung;

o. pengelolaan pengaduan pemanfaatan ruang dan 

bangunan gedung sesuai Kabupaten;

p. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan 

pembinaan kepada pelaku pembangunan dan 

masyarakat sesuai lingkup tugas Suku Dinas 

Kabupaten;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 

Suku Dinas Kabupaten;

r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;

s. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan 

acara Suku Dinas Kabupaten;

t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, 

pemeliharaan dan perawatan prasarana dan 

sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;

u. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten; dan

v. pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas 

Kabupaten.

PUSAT DATA DAN INFORMASI CIPTA 

KARYA, TATA RUANG DAN 

PERTANAHAN

Tugas:

Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan 

penyajian data dan informasi cipta karya, tata ruang 

dan pertanahan serta pengembangan dan pengolahan 

sistem informasi cipta karya, tata ruang dan pertanahan

Fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

anggaran Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Pusat Data dan Informasi
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D IN A S /B ID A N G /

SDPK
SEKSI/SUB B AG IAN TUGAS P O K O K / FUNGSI

Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan;

c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Pusat 

Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan;

d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, 

penyediaan, dan penyajian data dan informasi cipta 

karya, tata ruang dan pertanahan;

e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan 

sistem informasi cipta karya, tata ruang dan 

pertanahan berkoordinasi dengan SKPD yang 

bertanggungjawab di bidang komunikasi, 

in form atika dan statistik;

f. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi 

cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

g. pengelolaan perangkat in frastruktu r dan sistem 

keamanan in frastruktu r teknologi informasi;

h. pengelolaan data digital dan geospatial cipta karya, 

tata ruang dan pertanahan;

i. pemberian dukungan dan pelayanan data dan 

informasi cipta karya, ta ta  ruang dan pertanahan;

j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 

Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan;

k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan 

Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan;

l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat 

Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan;

m. Pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Data dan 

Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

n. Pelaksanaan publiksi kegiatan dan pengaturan acara 

Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan;

o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
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11.2 Sumber Daya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

1. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dari tahun ke 

tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2017, jum lah seluruh aparatur Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebanyak 613 orang yang apabila diklasifikasikan 

berdasarkan kelompok umur, sebagai besar adalah aparatur berusia 41-50 tahun yang 

berjum lah 209 orang dan selebihnya adalah aparatur berusia 40 tahun ke bawah.

Sedangkan apabila d ilihat berdasarkan struktur golongan, maka aparatur Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan didominasi oleh aparatur bergolongan III yang berjum lah 470 

orang dan golongan II yang berjum lah 93 orang. Sedangkan aparatur bergolongan I 

berjum lah 2 orang dan golongan IV berjum lah 48 orang.

Bila d ilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar aparatur Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan memiliki pendidikan S I yaitu sebesar 49,42%, selebihnya tersebar 

pada jenjang pendidikan SD hingga S2.

Tabel 11.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan S truktur Umur

NO SATUAN UNIT
USIA

JUMLAH
<30 3 1 -4 0 4 1 -5 0 >51

1 DCKTRP
14 73 51 14 152

2 SDCKTRP Jakarta Pusat
5 19 30 32 86

3 SDCKTRP Jakarta Utara
4 24 23 15 66

4 S SDCKTRP Jakarta Barat
4 19 30 25 78

5 SDCKTRP Jakarta Selatan
3 28 37 30 98

6 SDCKTRP Jakarta T im ur
5 25 36 37 103

7 SDCKTRP Kab Adm Kep .Seribu
4 9 1 2 16

8 PUSDATIN
4 7 1 2 14

JUMLAH
43 204 209 157 613

21



G ra fik  II.1 Jum lah  P egaw a i B e rd a sa rka n  S tru k tu r  Usia
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Tabel 11.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan S truktur Golongan

NO SATUAN
GOLONGAN

JUMLAH
IV III II I

1 DCKTRP
16 124 11 1 152

2
SDCKTRP Jakarta 

Pusat

7 64 15 0 86

3
SDCKTRP Jakarta 

Utara

5 44 17 0 66

4
S SDCKTRP Jakarta 

Barat

8 59 11 0 78

5
SDCKTRP Jakarta 

Selatan

2 83 13 0 98

6
SDCKTRP Jakarta 

T im ur

8 73 21 1 103

7
SDCKTRP Kab Adm 

Kep .Seribu

1 11 4 0 16

8 PUSDATIN
1 12 1 0 14

JUMLAH
48 470 93 2 613
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Grafik 11.2
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Tabel 11.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan S truktur Tingkat Pendidikan

NO SATUAN UNIT S2 SI D3 SLTA SLTP SD JUMLAH

1 DCKTRP 24 104 3 20 1 0 152

2 SDCKTRP Jakarta Pusat 9 32 6 39 0 0 86

3 SDCKTRP Jakarta Utara 7 30 6 21 1 1 66

4 S SDCKTRP Jakarta Barat 10 28 2 37 0 1 78

5 SDCKTRP Jakarta Selatan 4 42 6 46 0 0 98

6 SDCKTRP Jakarta T im ur 9 48 9 35 1 1 103

7 SDCKTRP Kab Adm Kep 

Seribu
1 9 2 4 0 0 16

8 PUSDATIN 1 10 1 2 0 0 14

JUMLAH 65 303 35 204 3 3 613
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Tabel 11.5

Proyeksi jum lah pegawai DTR DKI Jakarta lima tahun mendatang 

(asum si: tidak ada penambahan pegawai)

JUMLAH PEGAWAI

2018 2019 2020 2021 2022

568 548 523 500 478

Grafik 11.4
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Berdasarkan proyeksi jum lah pegawai sampai tahun 2022 yang d ihitung berdasarkan data 

pegawai yang akan memasuki masa purna bakti terdapat 135 pegawai Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan yang akan berkurang dalam kurun 5 tahun ke depan atau sebesar 22 % 

dari kondisi tahun 2017. Berkurangnya jum lah pegawai sebanyak ham pir seperempat dari 

kondisi awal tentunya akan sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

2. Aset/M odal

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

juga didukung oleh prasarana dan sarana kerja berupa barang inventaris kantor yang terus 

diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Barang inventaris ini 

secara periodik dijaga, dirawat, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang ada.

Dari gambaran aset dan modal yang d im iliki te rliha t bahwa aset dan modal yang d im iliki 

cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan
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G am baran te n ta n g  ba rang in ve n ta ris  yang ada d i D inas C ipta Karya, Tata Ruang dan P ertanahan  da p a t d ilih a t pada ta b e l d i baw ah i n i :

N o S K P D /U K P D

K IB  A K IB  B K IB  C K IB  D K IB E K IB  F

T a n a h P e ra la ta n  d a n  M esin G e d u n g  d a n  B a n g u n a n

J a la n , 

Ir lg a s i d a n  

J a rin g a n

A s e t  T e ta p  L a in n y a K D P

U n it R p U n it R p U n it R p U n it R p U n it R p U n it R p

1 D C KTR P - - 3 .2 52 59 .248 .651 .486 8 624 .79 5 .48 1 .84 2 - - 130 4 .428 .5 97 .1 25 2 24 .423 .595 .625

2 S D C K TR P  Jaka rta  Pusat - - 670 3 .858 .509 .286 - - - - - - - -

3 S D C K T R P  Jaka rta  Utara - 293 5 .666 .992 .376 - - - - - - - -

4 S D C K T R P  Jaka rta  Barat - - 378 6 .385 .513 .428 - - - 3 23 1 .47 8 .00 8 - -

5
S D C K T R P  Jakarta  

Se la tan
- - 1.389 7 .234 .404 .795 - - - - - - - -

6 S D C K T R P  Jaka rta  T im ur - 1.158 5.940.133.121 - - - - - - - -

7
S D C K T R P  K abupaten 

Kep. Seribu
- - 97 1.257 .332 .800 - - - - 2 20 .460 .000

8 P U S D A TIN - - - - - - - -
_

-

Jum lah - - 7 .237 89 .591 .537 .292 8 624 .795 .481 .842 - - 135 - 2 24 .423 .595 .625
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11.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada periode 

Renstra sebelumnya merupakan indikator kinerja gabungan dari 2 SKPD yakni Dinas Tata 

Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. Dari perhitungan pencapaian 

ind ikator kinerja Renstra periode sebelumnya sebagaimana tergambarkan pada Tabel 11.7, 

te rliha t bahwa banyak indikator kinerja yang tidak tercapai pada akhir periode dikarenakan 

ind ikator tersebut sudah tidak dapat lagi d iukur dikarenakan ou tpu t kegiatan sudah bukan 

merupakan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan akibat perubahan 

organisasi perangkat daerah. Dari 11 ind ikator kinerja hanya 6 yang masih te rka it dengan 

tugas dan fungsi.

Untuk ind ikator kinerja Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, 

peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terdapat selisih antara target dan capaian 

yang cukup besar kurang dari 60 % kecuali di tahun keempat yang mencapai 80 %. Hal ini 

terjad i karena outcome yang diharapkan berupa Peraturan Gubernur yang sudah ditetapkan 

te tap i dalam proses penetapannya terkendala fakto r eksternal yakni pelibatan SKPD dalam 

proses perbal pengesahannya sehingga Rancangan Peraturan Gubernur yang sudah disusun 

tertahan bahkan tidak jadi ditetapkan.

Untuk indikator kinerja Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan 

dan Jumlah bangunan gedung yang dibongkar secara umum target yang ditetapkan dapat 

tercapai mengingat sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang cukup tersedia. 

Pengecualian untuk pencapaian target ind ikator kinerja pada tahun kelima khususnya untuk 

indikator kinerja Jumlah bangunan gedung yang dibongkar, pencapaian jauh di bawah target 

dikarenakan adanya masa transisi peralihan fungsi pembongkaran dari Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan ke Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Perda Nom or 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pergub 279 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan 

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memberikan kewenangan terbatas pada Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk melaksanakan tugas pembongkaran paksa atas 

pelanggaran pemanfaatan ruang baru d iterbitkan pada bulan Juli 2017 sehingga efektip 

dijalankan mulai bulan Agustus 2017.

Sedangkan capaian indikator kinerja Jumlah Kelurahan yang terdata P4T secara 

umum di bawah target yang sudah ditetapkan, bahkan untuk capaian tahun 2014 dan 2017 

capaiannya 0 %. Hal ini disebabkan kegiatan pendataan P4T pada tahun tersebut tidak 

dianggarkan dikarenakan kualitas hasil kerja penyedia jasa pada tahun sebelumnya dinilai 

kurang sesuai dengan yang diharapkan bahkan sampai pada pemutusan perjanjian kerja atau 

kontrak.

27



Tabel II. 7

Pencapaian K inerja  Pelayanan D inas C ipta Karya, Tata Ruang dan P ertanahan  P rov ins i DKI Jakarta

No
In d ik a to r  K inerja T a rge t R enstra T ahun  ke- Realisasi C apa ianT ahun  ke- Rasio Capaian T ahun  ke-

(o u tco m e ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

( i ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

i Tersusunnya berbaga i 

tin g k a ta n  Rencana 

Rinci ta ta  ruang, 

p e ra tu ra n  zonasi dan 

p e ra tu ra n  pe na ta an  

ruang  p rov ins i DKI 

Jakarta  la innya  sesuai 

dengan  UU N o m o r 26 

T ahun  2007 te n ta n g  

pe na ta an  ruang

6 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 5 Pergub 1 Pergub 

6

Rapergub

1 Perda

2 Pergub 

2 Rapergub

3 Pergub 

2 Rapergub

4  Pergub 

3 Rapergub

1 Pergub 

4

Rapergub

16.67 60 .00 60.00 80 .00 20 .00

2 Jum lah keb ijakan  

pengaw asan dan 

p e n e rtib a n  yang 

d ite ta p k a n

3 Pergub 2 Pergub 2 Pergub 2 Pergub 2 Pergub 3 Pergub 2 Pergub 100.00 100.00

3 Persentase 

pe langgaran 

bangunan  gedung 

yang  d ite rtib k a n

75 75 90 90 90 83 82 83 89 79 110.67 109.33 92.22 98 .89 87.78
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4 Persentase t in g k a t 

pe langgaran 

Bangunan G edung

70 65 60 55 50 32 35 " ■ ■ 45 .71 53.85 - -

5 Jum lah bangunan 

g e d u n g y a n g  

d ibo ngka r

1.060 1.000 1.000 1.000 1.000 1.576 1.503 986 1.178 56 148.68 150.30 98 .60 117.80 5.60

6 Persentase 

p e m bon gka ran  

bangunan  y a n g tid a k  

sesuai

30 40 50 60 70

7 T erlaksananya fo ru m  

kom un ikas i p u b lik  

te n ta n g  pengam b ilan  

kepu tusan  

p e m an faa ta n  ruang

44 Forum  

RDTR

72 Forum  

RDTR

72 Forum  

RDTR

72 Forum  

RDTR

72 Forum  

RDTR

8 Jum lah m edia 

in fo rm a s i yang  dapa t 

d iakses o leh  

m asyaraka t.

7 M ed ia  

In fo rm a s i

7 M e d ia  

In fo rm a s i

7 M ed ia  

In fo rm a s i

7 M ed ia  

In fo rm a s i

7 M edia  

In fo rm a s i

7 M ed ia  

In fo rm a s i

7 M ed ia  

In fo rm a s i

5 M e d ia  

In fo rm a s i

5 M e d ia  

In fo rm a s i

5 M e d ia  

In fo rm a s i

100.00 100.00 71.43 71.43 71.43

9 Persentase rencana 

pem ban gun an  gedung  

yang  lu lus  s id a n g T im  

Ahli

100 100 100 100 100 83 70 78 83 .00 70 .00 78.00

10 Jum lah  Kelurahan 

yang  te rd a ta  P4T

21

Kelurahan
20

Kelurahan

20

Kelurahan
20

Kelurahan
10

Kelurahan
23

Kelurahan
' 8

Kelurahan

12

Kelurahan
- 109.52 40 .00 60.00

11 Persentase luas 

w ila ya h  yang te ru k u r  

dan te rp e ta ka n

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 100 100
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2. Realisasi Anggaran

Tabel II. 8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Provinsi DKI Jakarta

Uraian
Anggaran pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

Belanja langsung 92,923,891,250 103,531,155,161 57,863,006,939 29,845,145,662 761,395,567,196

Belanja tidak 
langsung

113,382,485,972 125,192,664,000 187,546,882,890 224,117,097,774 202,263,026,500

Uraian
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

Belanja langsung 72,753,403,826 45,922,067,549 34,415,257,809 23,304,466,970 412,714,248,091

Belanja tidak 

langsung
96,958,250,520 98,906,583,025 186,312,986,019 211,926,489,292 186,775,595,522

Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

Belanja

langsung
78.29% 44.36% 59.48% 78.08% 54.20%

Belanja

tidak

langsung

85.51% 79.00% 99.34% 94.56% 92.34%

Uraian
Rata-rata Pertumbuhan

Anggaran Realisasi

1 2 3

Belanja langsung 592.51% 394.19%

Belanja tidak langsung 17.49% 23.07%

Dari tabel di atas, te rliha t bahwa capaian realisasi anggran pada tahun 2014, 2015, dan 2017 

cukup rendah di bawah 70 %. Pada tahun 2014, beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan 

dianggarkan tidak dilaksanakan karena proses lelang yang terlam bat akibat sentralisasi pengadaan
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barang/jasa oleh UPPBJ dan keterbatasan SDM yang difokuskan untuk menyelesaikan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.
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11.4 Tantangan dan Peiuang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan Dari potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja 

pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

1. Tantangan

Hal yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata

Ruang dan Pertanahan adalah:

a. Keterbatasan kuantitas dan beragamnya kualitas serta kapasitas SDM yang perlu 

d itingkatkan kemampuan dan kompetensnya dalam rangka menjalankan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang;

b. Luasnya dan pesatnya perkem bangan kota Jakarta sebagai kota m etro p o litan  yang  

belum d iiku ti dengan penyelenggaraan penataan ruang yang optim al;

c. Ketersediaan data dasar tata ruang dan pertanahan sebagai bahan penataan ruang 

yang perlu untuk diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya secara berkala;

d. Belum optim alnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu 

penyelenggaraan penataan ruang;

e. Pemantauan dan pengendalian terhadap peraturan penataan ruang dan praktik 

pembangunan di lapangan;

f. Pengintegrasian penatagunaan lahan dan pertanahan yang masih perlu untuk 

dibenahi;

g. Evaluasi tata ruang belum mampu memberi gambaran nyata antara Rencana Tata 

Ruang dengan kondisi di lapangan;

h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam m ematuhi ketentuan pemanfaatan ruang;

i. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang yang belum diimbangi dengan 

ketersediaan in frs truktu r dan daya dukung lingkungan;

j. Belum cukup tersedianya data atau pedom an/ketentuan te rka it bangunan gedung 

pemda di DKI Jakarta

2. Peiuang

Sedangkan peiuang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan di atas adalah:

a. Penugasan belajar dan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan yang dapat diadakan 

untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM;

b. Banyaknya aturan atau pedoman yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung;

c. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk m empercepat dan m emutakhirkan data dasar 

tata ruang dan pertanahan yang dibutuhkan serta untuk membangun sistem informasi 

tata ruang

d. Adanya kom itm en Kepada Daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang 

berkelanjutan melalui kebijakan one map, one data;

e. Dievaluasinya atau ditin jau kembalinya RTRW 2030 dan RDTR dan PZ sebagai upaya 

untuk lebih menyempurnakan peraturan penataan ruang;

f. Kuatnya posisi taw ar Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan peraturan 

penatagunaan tanah di wilayah DKI Jakarta.
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g. Adanya kerja sama dan dukungan Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan 

dukungan teknis.

Tabel 11.9 Tantangan dan Peluang Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

Peluang : Tantangan:

•  Keterbatasan kuantitas dan 

beragamnya kualitas serta kapasitas 

SDM yang perlu ditingkatkan 

kemampuan dan kompetensnya dalam 

rangka menjalankan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan di masa yang akan 

datang

• Luasnya dan pesatnya perkembangan 

DKI Jakarta sebagai kota m etropolitan 

yang belum diikuti dengan 

penyelenggaraan penataan ruang yang 

optim al

• Ketersediaan data dasar tata ruang 

dan pertanahan sebagai bahan 

penataan ruang yang perlu untuk 

diperbaharui dan ditingkatkan 

kualitasnya secara berkala

•  Belum optimalnya penggunaan 

teknologi informasi sebagai alat bantu 

penyelenggaraan penataan ruang

• Pemantauan dan pengendalian 

terhadap peraturan penataan ruang 

dan praktik pembangunan di lapangan;

•  Pengintegrasian penatagunaan lahan 

dan pertanahan yang masih perlu 

untuk dibenahi

•  Evaluasi tata ruang belum mampu 

memberi gambaran nyata antara 

Rencana Tata Ruang dengan kondisi di 

lapangan

• Kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam mem atuhi ketentuan 

pemanfaatan ruang

•  Meningkatnya kebutuhan masyarakat 

akan ruang yang belum diimbangi 

dengan ketersediaan in frs truktu r dan

• Penugasan belajar dan bimbingan 

teknis/pelatihan-pelatihan yang 

dapat diadakan untuk meningkatkan 

kualitas dan kapasitas SDM

• Banyaknya aturan atau pedoman 

yang dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan penyelenggaraan 

penataan ruang dan bangunan 

gedung

• Ketersediaan anggaran yang cukup 

untuk mempercepat dan 

m emutakhirkan data dasar tata 

ruang dan pertanahan yang 

dibutuhkan serta untuk membangun 

sistem informasi ta ta  ruang

• Adanya kom itm en Kepada Daerah 

dalam mewujudkan penataan ruang 

yang berkelanjutan melalui kebijakan 

one map, one data

• Dievaluasinya atau ditin jau 

kembalinya RTRW 2030 dan RDTR 

dan PZ sebagai upaya untuk lebih 

menyempurnakan peraturan 

penataan ruang;

• Kuatnya posisi taw ar Pemda Provinsi 

DKI Jakarta dalam menetapkan 

peraturan penatagunaan tanah di 

wilayah DKI Jakarta.

• Adanya kerja sama dan dukungan
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daya dukung lingkungan. Pemerintah Pusat untuk memberikan

pembinaan dan dukungan teknis.

Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur, m eliputi kegiatan- kegiatan:

a. Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan

b. Pembinaan Investasi In frastruktur

c. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

d. Pem binaan Kelem bagaan dan Sum berdaya Jasa Konstruksi

e. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

f. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

g. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
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BABIII

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

l l l . l .  Identifikasi Perm asalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai unsur pelaksanan otonom i 

daerah urusan penataan ruang dan pertanahan memegang peranan yang sangat strategis dalam 

mewujudkan pembangunan fis ik Provinsi DKI Jakarta. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

ingin dicapai yakni "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya te rliba t dalam 

mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua", dilaksanakan salah satunya 

melalui perbaikan pengelolaan tata ruang yang dinyatakan dalam Misi kedua yakni "Menjadikan 

Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan 

dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan 

in frastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta pengeloalaan tata ruang". Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta telah m em iliki Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang disahkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan telah dijabarkan dalam rencana tata ruang yang lebih 

rinci yakni dengan ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

telah ditetapkan, permasalahan-permasalahan kota seperti banjir, kemacetan, pemukiman 

kumuh, sampah dan lainnya masih ada dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan 

perencanaan tata ruang yang ada. Hal ini disebabkan antara lain karena masih belum optimalnya 

penerapan Rencana Tata Ruang di lapangan terka it kendala pengadaan dan kepemilikan tanah 

dan masih banyaknya pelanggaran tata ruang yang dilakukan para stakeholder yang tidak dapat 

d itertibkan oleh aparat yang ada karena benturan kepentingan tata ruang dan kepentingan 

ekonomi masyarakat. Penyelesaian permasalahan te rka it penataan ruang tersebut menjadi 

tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan mengoptimalkan 

perencanaan tata  ruang, mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program dan pembiayaannya serta m em perkuat pengendalian 

pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

d isinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

te rka it tugas dan fungsinya antara lain :

a. Belum optimalnya penataan ruang dalam menyelesaikan permasalahan kota

RencanaTata Ruang Wilayah adalah bagian dari dokumen perencanaan pembangunan yang 

tu ru t mempengaruhi hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dokumen 

Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi panduan penting dalam pelaksanaan pembangunan di 

DKI Jakarta. Pemanfaatan ruang sebagai wujud penerapann RTR di lapangan seringkali 

terkendala dengan kepemilikan tanah masyarakat dalam proses pengadaannya maupun 

kualitas perencanaan RTR itu sendiri. Kecepatan pengadaan tanah jauh tertinggal dengan 

kecepatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat sehingga pemanfaatan ruang sesuai Rencana 

Tata Ruang yang sudah ditetapkan semakin sulit diwujudkan. Di samping itu kualitas 

perencanaan RTR yang tidak sesuai dengan kebutuhan ruang masyarakat dan daya dukung
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lingkungan, yang disebabkan kompetensi SDM yang te rliba t dalam penyusunannya, 

ketersediaan data terk in i sebagai bahan atau materi dan piranti yang dipergunakan dalam 

proses penyusunan. serta sinergi kebijakan perencanaan pembangunan antara instansi 

sektoral Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, antara pem erintah pusat dan daerah, serta 

antara pem erintah daerah DKI Jakarta dengan pem erintah daerah di sekitar wilayah DKI 

Jakarta, juga mempengaruhi pelaksanaan penerapan RTR. Selain itu kepentingan masyarakat 

atas ruang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan ruang yang sudah direncanakan sehingga 

banyak ditem ukan pelanggaran pemanfaatan ruang secara masif, khususnya alih fungsi lahan, 

yang tidak dapat diimbangi oleh SDM maupun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang 

yang sudah ada. Banyak hal yang menjadi penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang antara 

lain adalah ketidaktahuan dan ketidakpatuhan warga terhadap peraturan tata ruang yang 

berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 

m inimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Penegakan hukum terhadap 

peraturan yang ada terutam a terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 

adalah salah satu kunci utama terwujudnya RTRW DKI Jakarta yang konsisten sebagaimana 

yang direncanakan.

b. Sulitnya penerapan Rencana Tata Ruang di lapangan

Seringkali upaya untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang, khususnya pemanfaatan ruang 

untuk in frastruktu r kota, terkendala pada pengadaan tanahnya. Terjadi benturan kepentingan 

antar hak untuk membangun (development right) dan hak kepemilikan (property right) 

khususnya pada zonasi yang merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti Ruang 

Terbuka Hijau, jalan, sungai/saluran dan waduk. hal ini salah satunya disebabkan belum 

terintegrasinya data kepemilikan tanah dalam proses perencanaan tata  ruang sehingga ada 

ketidaksesuaian antara kepemilikan tanah dengan penetapan zonasi yang menyebabkan 

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Ketidakserasian rencana Tata 

Ruang dengan kepemilikan tanah disebabkan oleh belum tersedianya prasarana perencanaan 

ruang yang memadai yakni peta dasar yang satu. Data kepemilikan tanah yang ada di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) d ip lo tting  di atas peta yang berbeda dengan peta yang digunakan 

dalam perencanaan ruang sehingga sulit disatukan atau dipadukan. Disamping itu sulitnya 

akses atas data kepemilikan tanah dim ilik i oleh

c. Masih rendahnya kualitas bangunan gedung Pemda

Banyak ditem ukan kondisi bangunan gedung pemda yang kualitasnya tergolong rendah, belum 

lama selesai dibangun sudah ditemukan banyak kerusakan baik yang sifatnya m inor maupun 

yang sifatnya mayor bahkan masuk kategori gagal struktur. Penyebab dari semua ini tentunya 

dikarenakan lemahnya pengendalian pekerjaan baik pada tahap perencanaan, pembangunan 

maupun pengawasan. Proses pelaksanaan pekerjaan yang terburu-buru di akhir tahun 

anggaran dan dipaksakan untuk selesai sebelum tahun anggaran berakhir menyebabkan 

kontro l kualitas tidak dapat dilaksanakan secara optim al. Kompetensi dari SDM yang terlibat, 

baik dari pihak penyedia jasa maupun dari SKPD, yang masih belum memadai juga 

mempengaruhi kualitas. Di samping itu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang menjadi 

pedoman pengendalian kualitas belum dibakukan dan ditetapkan.
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Tabel B .l Pemetaaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya 

penataan ruang dalam 

menyelesaikan 

permasalahan kota

Ketidaksesuaian 

pemanfaatan ruang dengan 

RTR yang disebabkan alih 

fungsi lahan dan 

pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai perizinan

M inim nya data dasar 

perencanaan ruang dan 

lemahnya pengendalian 

pemanfaatan ruang

2. Sulitnya penerapan RTR 

di lapangan

Belum terintegrasinya tata 

ruang dengan kepemilikan 

tanah

Belum tersedianya satu 

peta yang sama dan 

sulitnya akses data dasar 

pertanahan yang lengkap 

dan akurat sebagai bahan 

penyusunan RTR

3. Masih rendahnya kualitas 

bangunan gedung Pemda

Lemahnya pengendalian 

kualitas perencanaan, 

pembangunan dan 

pengawasan pekerjaan 

pembangunan gedung 

Pemda

Belum optim alnya 

kapasitas kelembagaan ( 

SDM, NSPK, Sistem 

Informasi dll)

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan 

SKPD

Faktor yang Mempengaruhi

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN 

SKPD)

Belum optim alnya penataan 

ruang dalam menyelesaikan 

permasalahan kota

Belum tersedianya piranti 

sistem informasi dan 

ketersediaan data terk in i 

bahan perencanaan ruang

Kurangnya dukungan data 

dasar bahan perencanaan 

ruang dari instansi sektoral

Lemahnya pengawasan dan 

penegakan hukum oleh 

aparat CKTRP dan minimnya 

sosialisasi tentang Rencana 

Tata Ruang

Ketidaktahuan dan 

ketidakpatuhan masyarakat 

terhadap peraturan 

penyelenggaraan penataan 

ruang

Sulitnya penerapan RTR di 

lapangan

Belum tersedianya peta 

standar nasional yang satu 

sebagai dasar perencanaan 

ruang

Sulitnya akses atas data 

pertanahan karena masih 

kewenangan Pemerintah 

Pusat (BPN)
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Permasalahan Pelayanan 

SKPD

Faktoryang Mempengaruhi

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN 

SKPD)

Masih rendahnya kualitas 

bangunan gedung Pemda

Kompetensi dan kapasitas 

SDM serta belum 

ditetapkannya NSPK bidang 

bangunan gedung pemda

Lemahnya kontro l kualitas 

oleh SKPD/UKPD pengguna 

anggaran

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi M isi dan Program Kepala Daerah periode 2017 - 2022 merupakan visualisasi dan 

arah pembangunan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI 

Jakarta selama 5 tahun kedepan.

Sebagaimana dim uat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 Visi, Misi 

dan Program Pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai b e r ik u t:

Visi :

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya te rliba t dalam mewujudkan  

keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"

Adapaun penjabaran dari Visi di atas yakni keberadaban, keadilan dan kesejahteraan 

bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya 

pembangunan fisik seperti in frastruktu r yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam 

kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya 

perubahan positif untuk m emperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, 

dan kebahagian semua warga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan juga dilengkapi dengan 

pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan 

masyarakat dimana masyarakat menjadi m otor penggerak utama pembangunan yang ikut 

menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Misi:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai- 

nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas meialui kepemimpinan yang melibatkan, 

menggerakkan dan memanusiakan.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum meialui terciptanya lapangan 

kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, 

percepatan pembangunan in frastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan 

pengelolaan tata ruang.

3. Menjadikan Jakarta tem pat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta 

menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara e fektif, m eritokratis dan 

berintegritas.
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4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang 

m em perkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan indonesia yang bercirikan 

keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dari 5 

(lima) misi Kepala Daerah di atas ada dua misi yang te rka it yakni misi kedua yaitu "M enjadikan 

Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan 

dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan 

in frastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang" dan 

misi ketiga yaitu "M enjadikan Jakarta tem pat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, 

melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, 

m eritokratis dan berintegritas".

Kalimat perbaikan pengelolaan tata ruang pada misi kedua "M e n ja d ik a n  Jakarta kota 

yang m em a jukan  kese jah te raan  um um  m e la lu i te rc ip ta n ya  lapangan kerja , kestab ilan  dan 

ke te rjangkauan  ke bu tuh a n  pokok, m en ingka tnya  kead ilan  sosial, percepa tan  

pem bangunan  in fra s tru k tu r , kem udahan  investasi dan berb isn is , serta  perba ikan  

pengelo laan  ta ta  ruang", pada hakikatnya merupakan upaya menjadikan penataan ruang 

sebagai salah satu alat untuk memajukan kesejateraan umum melalui perencanaan dan evaluasi 

ruang kota serta pengendalian pemanfaatan ruang yang optim al. Sedangkan pada misi ketiga 

"M e n ja d ika n  Jakarta te m p a t w ahana a p a ra tu r negara yang berkarya , m engabd i, 

m e layan i, serta  m enye lesa ikan berbaga i perm asa lahan  ko ta  dan w arga, secara e fe k tif, 

m e rito k ra tis  dan b e r in te g r ita s " Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan d itun tu t untuk 

menyiapkan sarana tem pat aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkarya, mengabdi, 

melayani dan menyelesaikan permasalahan kota dan masyarakat secara profesional melalui 

kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan teknis bangunan gedung pemda.

Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barom eter keberhasilan 

pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun juga harus mampu bersaing dengan kota-kota 

lain di dunia agar dapat menjadi simpul kemajuan Indonesia. Untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan umum, kota Jakarta harus dapat meningkatkan daya saingnya. Sedikitnya ada tiga 

hal penting yang harus diperhatikan , yaitu : perkembangan perekonomian kota yang dapat 

d ilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi, pembangunan kota yang 

memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang 

kondusif.

Perekonomian kota yang meningkat, pembangunan kota yang berkelanjutan dan 

kehidupan sosial yang kondusif dapat dicapai melalui penataan ruang yang baik. Perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik dapat 

mengharmonisasi penggunaan sumber daya alam dengan sumber daya buatan dan 

memadukannya dengan sumber daya manusia serta melindungi fungsi ruang dan mencegah 

dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan ruang kota terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan pembangunan ruang kota yang tidak sesuai rencana tata ruang. Upaya 

perwujudan kota Jakarta sebagai kota yang kompak (compact c ity ) akan terus didorong melalui
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pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonom i yang terpadu dan pengembangan kawasan- 

kawasan Transit O riented D evelopm ent di sepanjang ja lu rtra n sp o rta s i massal.

Untuk m ew ujudkan hal te rsebu t di atas d iperlukan apara tur pem erintah yang 

berintegritas yang dapat berkarya m elayani masyarakat dan memecahkan permasalahan kota dan 

masyarakat untuk m ewujudkan kesejahteraan um um  m ela lu i penerapan kaidah-kaidah 

pem erintahan yang baik (good governance) dalam setiap aktivitasnya untuk m ew ujudkan tata 

kelola pem erintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini harus didukung dengan ketersediaan 

bangunan gedung m ilik  pem erintah daerah sebagai sarana aparatur bekerja m em berikan 

pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018- 

2022, maka Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta secara khusus 

akan m endukung pelaksanaan M isi kedua dan M isi ketiga dalam Panca Upaya Pembangunan 

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, ya itu  "M en jad ikan  Jakarta kota yang m em ajukan 

kesejahteraan um um  m ela lu i te rc ip tanya  lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan 

kebutuhan  pokok, m eningkatnya  keadilan sosial, percepatan pem bangunan in fra s tru k tu r, 

kem udahan investasi dan berbisnis, serta perba ikan pengelo laan ta ta  ruang" dan 

"M en jad ikan  Jakarta te m p a t wahana apa ra tu r negara yang berkarya, m engabdi, 

m elayani, serta m enyelesaikan berbagai perm asalahan kota dan w arga, secara e fe k tif, 

m e rito k ra tis  dan be rin teg ritas".

Tabel 3.3

Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

V i s i  : J a k a r t a  k o t a  m a j u ,  l e s t a r i  d a n  b e r b u d a y a  y a n g  w a r g a n y a  t e r l i b a t  d a l a m  m e w u j u d k a n  k e b e r a d a b a n ,  

k e a d i l a n  d a n  k e s e j a h t e r a a n  b a g i  s e m u a

N o M is i /  P r o g r a m  

G u b e r n u r  d a n  

W a k il  G u b e r n u r

P e r m a s a la h a n  P e la y a n a n  

S K P D

F a k to r

P e n g h a m b a t P e n d o r o n g

1 M I S I  I I  : M e n j a d i k a n  J a k a r t a  k o t a  y a n g  m e m a j u k a n  k e s e j a h t e r a a n  u m u m  m e l a l u i  t e r c i p t a n y a  l a p a n g a n  

k e r j a ,  k e s t a b i l a n  d a n  k e t e r j a n g k a u a n  k e b u t u h a n  p o k o k ,  m e n i n g k a t n y a  k e a d i l a n  s o s i a l ,  p e r c e p a t a n  

p e m b a n g u n a n  i n f r a s t r u k t u r ,  k e m u d a h a n  i n v e s t a s i  d a n  b e r b i s n i s ,  s e r t a  p e r b a i k a n  p e n g e l o l a a n  t a t a  r u a n g

a .  P r o g r a m

P e n a t a a n  R u a n g

B e l u m  o p t i m a l n y a  

p e n a t a a n  r u a n g  d a l a m  

m e n y e l e s a i k a n  

p e r m a s a l a h a n  k o t a

-  M i n i m n y a  d a t a  d a s a r  

p e r e n c a n a a n  r u a n g

-  B e l u m  o p t i m a l n y a  

p e n g e n d a l i a n  

p e m a n f a a t a n  r u a n g

-  K u r a n g n y a  d a t a  d a s a r  

t e r k i n i  y a n g t e r s e d i a  

d a n

-  B e l u m  t e r s e d i a n y a  s a t u  

s i s t e m  d a t a  y a n g  

t e r i n t e g r a s i

-  K e t e r b a t a s a n  j u m l a h  

S D M  y a n g  a d a

-  K e t i d a k t a h u a n  

m a s y a r a k a t  t e r h a d a p  

i n f o r m a s i  R e n c a n a  T a t a  

R u a n g  W i l a y a h

-  B e l u m  t e r s e d i a n y a  t a t a  

l a k s a n a  p e l a k s a n a a n  

s e l u r u h  t u g a s  d a n  f u n g s i  

t e r m a s u k  p e l a k s a n a a n  

p e n y i d i k a n  o l e h  P P N S

-  B e l u m  o p t i m a l n y a  

s a r a n a  d a n  p r a s a r a n a

-  P e r g u b  N o m o r  1 2 8  

T a h u n  2 0 1 2 t e n t a n g  

P e n g e n a a n  S a n k s i  

P e l a n g g a r a n  B a n g u n a n  

G e d u n g

-  U U  N o .  2 6  T a h u n  2 0 0 7  

t e n t a n g  P e n a t a a n  

R u a n g

-  P e r d a  1  T a h u n  2 0 1 4  

t e n t a n g  R D T R  d a n  P Z

-  P P  N o .  4 3  T a h u n  2 0 1 2  

t e n t a n g  T a t a  C a r a  

P e l a k s a n a a n  K o o r d i n a s i ,  

P e n g a w a s a n  d a n  

P e m b i n a a n  T e k n i s  

t e r h a d a p  K e p o l i s i a n  

K h u s u s ,  P e n y i d i k  

P e g a w a i  N e g e r i  S i p i l ,  

d a n  B e n t u k - b e n t u k

4 0



V i s i  : J a k a r t a  k o t a  m a j u ,  l e s t a r i  d a n  b e r b u d a y a  y a n g  w a r g a n y a  t e r l i b a t  d a l a m  m e w u j u d k a n  k e b e r a d a b a n ,  

k e a d i l a n  d a n  k e s e j a h t e r a a n  b a g i  s e m u a

N o M is i /  P r o g r a m  

G u b e r n u r  d a n  

W a k il  G u b e r n u r

P e r m a s a la h a n  P e la y a n a n  

S K P D

F a k to r

P e n g h a m b a t P e n d o r o n g

b e r b a s i s  t e k n o l o g i  

i n f o r m a s i  y a n g  t e r s e d i a  

u n t u k  m e n u n j a n g  

p e n y e l e n g g a r a a n  

p e n a t a a n  r u a n g

P e n g a m a n a n  S w a k a r s a

-  T e r s e d i a n y a  S D M  y a n g  

t e l a h  d i a n g k a t  d a n  

d i s u m p a h  s e b a g a i  P P N S

-  T e r s e d i a n y a  a n g g a r a n  

y a n g  d i b u t u h k a n  u n t u k  

p e m b a n g u n a n  d a n  

p e n g e m b a n g a n  s i s t e m  

i n f o r m a s i

-  P e r g u b  N o .  2 4  T a h u n  

2 0 1 2  t e n t a n g  P e t u n j u k  

T e k n i s  P e n y u s u n a n  

S t a n d a r  O p e r a s i o n a l  

P r o s e d u r

b .  P r o g r a m

P e n y e d i a a n  d a n  

P e n g e l o l a a n  D a t a  

P e r t a n a h a n

S u l i t n y a  p e n e r a p a n  R T R  d i  

l a p a n g a n

-  B e l u m  t e r s e d i a n y a  

s a t u  p e t a  y a n g  s a m a

-  S u l i t n y a  a k s e s  d a t a  

d a s a r  p e r t a n a h a n  

y a n g  l e n g k a p  d a n  

a k u r a t  s e b a g a i  b a h a n  

p e n y u s u n a n  R T R

-  L u a s n y a  c a k u p a n  

w i l a y a h  y a n g  h a r u s  

d i p e t a k a n  d a n  d i d a t a  

b i d a n g t a n a h n y a

-  K e t e r b a t a s a n  S D M  d a n  

b e s a r n y a  a n g g a r a n  y a n g  

d i b u t u h k a n

-  K e w e n a n g a n  

a d m i n i s t r a s i  p e r t a n a h a n  

m a s i h  a d a  p a d a  

p e m e r i n t a h  p u s a t  ( B P N )

-  S u d a h  t e r d a t a n y a  P 4 T  

p a d a  s e b a g i a n  b e s a r  

w i l a y a h  D K I  J a k a r t a  d a n  

t e r b a n g u n n y a  s i s t e m  

P 4 T

-  S u d a h  t e r s e d i a n y a  a l a t  

u k u r /  p e m e t a a n

-  S u d a h  t e r s e d i a n y a  p e t a  

d a s a r  d a n  p e t a  f o t o  

u d a r a  d i g i t a l  l a m a

2 M I S I  II I  : M e n j a d i k a n  J a k a r t a  t e m p a t  w a h a n a  a p a r a t u r  n e g a r a  y a n g  b e r k a r y a ,  m e n g a b d i ,  m e l a y a n i ,  s e r t a  

m e n y e l e s a i k a n  b e r b a g a i  p e r m a s a l a h a n  k o t a  d a n  w a r g a ,  s e c a r a  e f e k t i f ,  m e r i t o k r a t i s  d a n  b e r i n t e g r i t a s

a .  P r o g r a m

P e m b a n g u n a n  

d a n  P e m e l i h a r a a n  

B a n g u n a n  

G e d u n g  P e m d a

M a s i h  r e n d a h n y a  

k u a l i t a s  b a n g u n a n  

g e d u n g  P e m d a  

-  B e l u m  o p t i m a l n y a  

k a p a s i t a s

k e l e m b a g a a n  u n t u k  

m e n j a l a n k a n  f u n g s i  

p e m b a n g u n a n  

b a n g u n a n  g e d u n g  

p e m d a  ( S D M ,  N S P K ,  

S i s t e m  I n f o r m a s i  d l l )

-  T e r b a t a s n y a  j u m l a h  d a n  

k o m p o s i s i  k o m p e t e n s i  

S D M  y a n g  d i m i l i k i  s e s u a i  

k e b u t u h a n

-  B e l u m  t e r s e d i a n y a  t a t a  

l a k s a n a  p e l a k s a n a a n  

f u n g s i  p e m b a n g u n a n  

b a n g u n a n  g e d u n g  

p e m d a

-  B e l u m  d i m i l i k i n y a  

d a t a b a s e  b a n g u n a n  

g e d u n g  p e m d a  y a n g  

l e n g k a p  d a n  a k u r a t

-  P e r p r e s  N o .  7 3  t a h u n  

2 0 1 1

-  P e r m e n  P U P R  N o .  

2 2 / P R T / M / 2 0 1 8

-  T e r s e d i a n y a  a n g g a r a n  

u n t u k  p e l a k s a n a a n  

d i k l a t  s u b s t a n s i f  d a n  

p e m b u a t a n  d a t a b a s e  

b a n g u n a n  g e d u n g  

p e m d a
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I I I .3. T e lah aan  Renstra K em en te rian /L em b ag a

Untuk dapat merumuskan isu strategis bagi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan selama lima tahun ke depan, bagian penting yang juga perlu menjadi telaahan adalah 

Rencana Strategis dari Kementerian atau Lembaga yang m em iliki keterkaitan dengan tugas dan 

fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Keterkaitan ini dapat 

terjad i karena penerapan prinsip Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan atau melalui asas Urusan 

Bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian dan 

Lembaga yang di dalam Renstranya m em iliki keterkaitan dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan DKI Jakarta antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) dan Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 

(BPN).

Dalam Renstra Kementerian ATR dan BPN terdapat 8 program dimana dari delepan 

program tersebut ada 3 program te rka it dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan P ertanahan P rovinsi DKI Jakarta yakni ; Program Perencanaan Tata Ruang dan 

Pemanfaatan Ruang, Program Pengembangan In frastruktur Keagrariaan, dan Program 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah. Program penyelenggaraan penataan 

ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria 

(NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, 

Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1 : 5.000, pembentukan, peningkatan 

kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Sedangkan untuk urusan pertanahan program 

utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama 

lima tahun sebanyak 9 ju ta  hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 ju ta  bidang) dengan 

target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan 

ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah 

te rda fta ryang  ber-georefensi serta inventarisasi P4T.

Dari 3 (tiga) program terka it yang perlu penyelarasan adalah program pengendalian 

pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, yakni kegiatan inventarisasi P4T. Hal ini dikarenakan 

targe t-ta rge t Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, Program 

Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta sudah dim ilik i atau 

dicapai.

Sedangkan dalam Renstra Kementerian PUPR terdapat 7 program teknis dimana hanya 

satu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas C ipta Karya, Tata Ruang dan P ertanahan 

P rovinsi DKI Jakarta yakni Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan 

Infrastruktur. Hal ini te rka it dengan fungsi pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung 

pemda

Dalam RPJMD DKI Jakarta tidak ada program khusus untuk pembinaan konstruksi tetapi 

yang ada hanya program pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemda sehingga 

pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung pemda otom atis melekat dengan program ini. 

Target-target Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan In frastruktur sangat 

berbeda jauh dengan program pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemda dan 

tidak dapat diperbandingkan, oleh karena itu tidak dapat diselaraskan.
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Ill.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW 2030 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 1 tahun 2012 menjadi sebuah 

arah pengembangan tata ruang wilayah DKI Jakarta hingga 20 tahun mendatang. Di dalam RTRW 

2030 tersebut, terdapat sebuah Visi bagi pembangunan DKI Jakarta. Visi tersebut adalah:

Visi:

"Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, 

berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera"

Untuk terwujudnya Visi tersebut, maka disusunlah Misi yang menjadi arah gerak 

pencapaian Visi tersebut. Misi yang terdapat di dalam RTRW 2030 adalah sebagi berikut:

Misi:

1. Membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi;

2. M engoptim alkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia;

3. Mengembangkan budaya berkotaan;

4. Mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana;

5. Menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan

6. Menyerasikan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Visi dan Misi RTRW 2030 ini yang menjadi arahan bagi pengembangan pembangunan 

dan tata ruang DKI Jakarta untuk disukseskan secara bersama oleh seluruh elemen di DKI Jakarta. 

Namun isu yang harus menjadi perhatian di dalam RTRW 2030 bukan sekedar pencapaian Visi dan 

Misi di atas saja, namun masih banyak hal lain yang sangat memiliki keterkaitan dengan tugas dan 

fungsi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Sebagai Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan Penataan Ruang secara otom atis ada keterkaitan yang sangat erat antara 

RTRW 2030 dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan. Penyusunan peraturan tata ruang dan pelaksanaan penataan ruang, disamping 

mengacu pada Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan 

turunannya, juga mengacu pada RTRW sebagai salah satu kebijakan perencanaan tata ruang. Isu- 

isu yang terdapat pada RTRW 2030 yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai b e r ik u t:

a. RTRW 2030 memberikan arahan bagi pola penyebaran penduduk di w ilayah DKI Jakarta. Pola 

penyebaran penduduk tersebut adalah sebagai berikut: 9,2% di Jakarta Pusat, 18,6% di Jakarta 

Utara, 24,1% di Jakarta Timur, 22,6% di Jakarta Selatan, 25,3% di Jakarta Barat, 0,2% di Kep. 

Seribu. Pola penyebaran penduduk ini menjadi arah bagi pengembangan pembangunan di DKI 

Jakarta. Dari pola penyebaran penduduk ini dapat te rliha t bagaimana seharusnya arah 

pembangunan di masing-masing wilayah DKI Jakarta. Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta 

Selatan diarahkan untuk menampung 72% penduduk DKI Jakarta, dengan masing-masing 

wilayah menampung lebih dari 20% penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa porsi 

pembangunan in frastruktu r permukiman di ketiga wilayah tersebut haruslah m em iliki porsi 

yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan lain. W ilayah Kep. Seribu selain sebagai 

wilayah pariwisata unggulan bahari juga menjadi daerah konservasi kelautan, maka beban
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yang ditanggung oleh wilayah Kep. Seribu haruslah lebih ringan dibandingkan wilayah lainnya. 

Sedangkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sebagai pusat jasa dan perdagangan, diarahkan 

untuk menampung lebih sedikit jum lah penduduk di banding ketiga wilayah sebaran penduduk 

utama diatas;

b. DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yang juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan 

jasa dan perdagangan, menjadi magnet yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang. 

Sehingga daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta pun ikut merasakan dampak dari hal tersebut. 

Banyak masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta yang menetap di daerah yang berbatasan 

dengan DKI Jakarta, yaitu daerah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu daerah- 

daerah secara tidak langsung tu ru t berperan bagi keberhasilan arah pembangunan yang telah 

ditetapkan oleh DKI Jakarta. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 

Pemerintah Daerah daerah-daerah tersebut haruslah terlaksana, sehingga keterpaduan 

penataan ruang dengan wilayah-wilayah tersebut dapat te rw u jud . Karena tanpa keterpaduan 

tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal penataan 

ruang akan menjadi tidak optim al hasilnya;

c. Di dalam dokumen RTRW 2030, telah diamanatkan bahwa luasan Ruang Terbuka Hijau di 

w ilayah DKI Jakarta haruslah mencapai 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta, yang terd iri 

dari RTH yang bersifat publik seluas 20% dan RTH yang bersifat privat seluas 10%. Tentu saja 

hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan 

kehidupan kota yang berkualitas;

d. Terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang p roduktif dan 

inovatif;

e. Terwujudnya pemanfaatan kawasan budi daya secara optim al dalam rangka memenuhi 

kebutuhan 12.500.000 (dua betas ju ta  lima ratus ribu) jiw a penduduk yang persebarannya 

diarahkan sebanyak 9,2% (sembilan koma dua persen) di Kota Adm inistrasi Jakarta Pusat, 

18,6% (delapan belas koma enam persen) di Kota Administrasi Jakarta Utara, 24,1% (dua puluh 

em pat koma satu persen) di Kota Administrasi Jakarta Timur, 22,6% (dua puluh dua koma 

enam persen) di Kota Administrasi Jakarta Selatan, 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen) di 

Kota Administrasi Jakarta Barat, 0,2% (nol koma dua persen) di Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu serta meningkatkan produktivitas dan nilai tam bah perkotaan;

f. Terwujudnya pelayanan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jum lah yang layak, 

berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga Jakarta;

g. Terciptanya fungsi kawasan khusus yang mendukung peran Jakarta sebagai ibukota negara 

secara optim al;

h. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan 

air dengan mempertimbangkan kondisi kota Jakarta sebagai kota delta (delta city) dan daya 

dukung sumber daya alam serta daya tam pung lingkungan hidup secara berkelanjutan;

i. Terwujudnya keterpaduan penataan ruang dengan wilayah berbatasan;

j. Terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;

k. Tercapainya penurunan resiko bencana;

l. Terciptanya budaya kota Jakarta yang setara dengan kota-kota besar di negara maju; dan

m . Terselenggaranya pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap 

bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan.
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Dalam mencapai tu juan penataan ruang tersebut, terdapat beberapa kebijakan dan 

strategi untuk mewujudkan rencana struktu r ruang dan rencana pola ruang sebagaimana yang 

dirumuskan di dalam RTRW Daerah Provinsi DKI Jakarta 2030. Dengan ditetapkannnya RTRW 

2030 DKI Jakarta, banyak hal yang harus dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan sebagai pengemban tugas m e la k s a n a k a n  p e re n c a n a a n  dan e v a lu a s i 

ru a n g  k o ta , p e n g e n d a lia n  p e m a n fa a ta n  ru a n g , p e n y e le n g g a ra a n  b a n g u n a n  

g e d u n g , p e m b in a a n  te k n is  b a n g u n a n  g e d u n g  p e m e r in ta h  d a e ra h  s e r ta  

p e re n c a n a a n  p e r ta n a h a n .

Demikian juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam dokumen KLHS 

pada tahap pra pelingkupan, pada aspek penataan ruang terdapat 2 isu strategis dari 21 isu 

strategis pembangunan berkelanjutan dari aspek fisik-lingkungan, ekonomi-finansial, sosial- 

budaya, dan legal-kelembagaan, yakni Pengendalian pemanfaatan ruang kota dan peningkatan 

kuantitas dan kualitas ruang publik dan ruang terbuka hijau dimana pengendalian pemanfaatan 

ruang kota juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka 

hijau. Dari 21 isu strategis ini kemudian dibuatkan daftar pendek menjadi 5 isu strategis, yakni (1) 

ancaman banjir dan rob; (2) ketersediaan air baku; (3) pencemaran tanah, air dan udara; (4) 

ketahanan energi; dan (5) peningkatan jum lah penduduk.

Kelima isu strategis ini secara tidak langsung te rka it dengan tata ruang karena kelima isu 

strategis ini te rka it dengan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan sebagai pelaksana urusan penataan ruang dimana salah satu fungsinya adalah 

melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemanfaatan ruang. Jadi secara tidak langsung kegiatan pengendalian pemanfaatan 

ruang melalui upaya penegakan hukum tata ruang merupakan upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis.

Tabel 3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS

A s p e k  K a j ia n
C a p a ia n /K o n d is i  

S a a t  in i

S t a n d a r y a n g

D ig u n a k a n

F a k t o r  y a n g  M e m p e n g a r u h i

P e r m a s a la h a n

P e la y a n a n

S K P D

IN T E R N A L

( K E W E N A N G A N

S K P D )

E K S T E R N A L

( D IL U A R

K E W E N A N G A N

S K P D )

P e r e n c a n a a n  

p e n a t a a n  r u a n g  

u n t u k

m e n y e l e s a i k a n  

p e r m a s a l a h a n  

k o t a  s e p e r t i  

b a n j i r ,  

k e m a c e t a n ,  

p e m u k i m a n  

k u m u h  d a n  

s a m p a h

S u d a h  d i t e t a p k a n  

P e r d a  R T R W ,

P e r d a  R D T R  d a n  

P Z  s e r t a  5 0  P e r g u b

U U  N o .  2 6  T a h u n  2 0 0 7 ,  

P P  N o .  1 0  T a h u n  2 0 1 0 ,  

P e r d a  N o .  1  T a h u n  

2 0 1 2 ,  P e r d a  N o .  1  

T a h u n  2 0 1 4

K o m p e t e n s i  d a n  

k a p a s i t a s  S D M

P i r a n t i  p e r e n c a n a a n  

p e n a t a a n  r u a n g

K e t e r s e d i a a n  d a t a  

t e r k i n i

K o m i t m e n  d a n  

k e t e r l i b a t a n  p a r a  

s t a k e h o l d e r s

B e l u m  

o p t i m a l n y a  

p e n a t a a n  r u a n g  

d a l a m

m e n y e l e s a i k a n

p e r m a s a l a h a n

k o t a

-  M i n i m n y a  

d a t a  d a s a r  

p e r e n c a n a a n  

r u a n g

-  B e l u m  

o p t i m a l n y a  

p e n g e n d a l i a n

K e s e r a s i a n

p e m b a n g u n a n

S u d a h  a d a n y a  

a c u a n

P e r d a  R T R W  d a n  P e r d a  

R D T R  &  P Z

K o o r d i n a s i  d a l a m  

r a n g k a  k e s e r a s i a n

D u k u n g a n  d a e r a h  

s e k i t a r  J a k a r t a
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A s p e k  K a j ia n
C a p a ia n /K o n d is i  

S a a t  in i

S t a n d a r  y a n g  

D ig u n a k a n

F a k t o r  y a n g  M e m p e n g a r u h i

P e r m a s a la h a n

P e la y a n a n

S K P D

p e m a n f a a t a n

r u a n g

IN T E R N A L

( K E W E N A N G A N

S K P D )

E K S T E R N A L

(D IL U A R

K E W E N A N G A N

S K P D )

a n t a r  w i l a y a h p e m b a n g u n a n

k a w a s a n

p e m b a n g u n a n  

a n t a r  w i l a y a h

d a l a m

p e r e n c a n a a n  

p e n a t a a n  r u a n g

P e n g a w a s a n

d a n

p e n g e n d a l i a n

p e m a n f a a t a n

r u a n g

k h u s u s n y a  

p e m a n f a a t a n  

r u a n g  b a g i  

p e r m u k i m a n  

d a n  r u a n g  

t e r b u k a  h i j a u

M a s i h  b a n y a k  

p e m a n f a a t a n  

r u a n g  y a n g  b e l u m  

s e s u a i  p a d a  z o n a s i  

p e m u k i m a n  d a n

r u a n g t e r b u k a  

h i j a u

P e r d a  N o .  1  T a h u n  

2 0 1 4 ,  P e r g u b  N o .  1 2 8  

T a h u n  2 0 1 2 ,  P P  N o .  4 3  

T a h u n  2 0 1 2

L e m a h n y a  

p e l a k s a n a a n  

p e n g a w a s a n  d a n  

p e n e g a k a n  h u k u m  

d a l a m

p e n g e n d a l i a n  

p e m a n f a a t a n  r u a n g

K e t e r b a t a s a n  

j u m l a h  S D M  y a n g  

a d a

M i n i m n y a  

s o s ia l is a s i  t e n t a n g  

p e n y e l e n g g a r a a n  

p e n a t a a n  r u a n g  d a n  

b a n g u n a n

K e t i d a k s i a p a n  

P e m e r i n t a h  D a e r a h  

d a l a m

m e m b e b a s k a n  

l a h a n  m i l i k  

m a s y a r a k a t  y a n g  

t e r k e n a  R e n c a n a  

T a t a  R u a n g  W i l a y a h

B e l u m  t e r s e d i a n y a  

t a t a  l a k s a n a  

p e l a k s a n a a n  

p e n g a w a s a n  d a n  

p e n e g a k a n  h u k u m  

o l e h  P P N S

K e t i d a k t a h u a n  

m a s y a r a k a t  

t e r h a d a p  

i n f o r m a s i  

R e n c a n a  T a t a  

R u a n g  W i l a y a h

K e t i d a k p a t u h a n

m a s y a r a k a t

t e r h a d a p

p e r a t u r a n

p e n y e l e n g g a r a a n

p e n a t a a n  r u a n g

d a n  b a n g u n a n

B e l u m  o p t i m a l n y a

p e r a t u r a n

p e n g e n a a n  s a n k s i

t e r h a d a p

p e l a n g g a r a n

p e n y e l e n g g a r a a n

b a n g u n a n  g e d u n g

K e s e s u a i a n  

R T R W  d a n  R D T R  

d e n g a n  k o n d i s i  

e k s i s t i n g  a k i b a t  

p e r t a m b a h a n  

j u m l a h  

p e n d u d u k

B e l u m  s e s u a i n y a  

R T R W  d a n  R D T R  

d e n g a n

p e n g g u n a a n  t a n a h  

e k s i s t i n g

P e r d a  R T R W  d a n  P e r d a  

R D T R  &  P Z

K o m p e t e n s i  S D M  

d a l a m  m e n y u s u n  

R T R

K e t e r s e d i a a n  d a t a  

d a s a r  p e r e n c a n a a n  

t e r k i n i

B e l u m  t e r s e d i a n y a  

p e t a  s t a n d a r  

n a s i o n a l  y a n g  s a t u  

s e b a g a i  d a s a r

K o n t r i b u s i  d a t a  

d a s a r

p e r e n c a n a a n  d a r i  

i n s t a n s i  s e k t o r a l

K e s a d a r a n  

b e r b a g a i  p i h a k  

d a l a m  p e n a t a a n  

r u a n g  m a s i h  p e r l u  

d i t i n g k a t k a n

S u l i t n y a  a k s e s  

a t a s  d a t a

S u l i t n y a  

p e n e r a p a n  R T R  

d i  l a p a n g a n  

-  B e l u m  

t e r s e d i a n y a  

s a t u  p e t a  y a n g  

s a m a

- S u l i t n y a  a k s e s  

d a t a  d a s a r  

p e r t a n a h a n  

y a n g  l e n g k a p  

d a n  a k u r a t
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F a k t o r  y a n g  M e m p e n g a r u h i

P e r m a s a la h a n

P e l a y a n a n

S K P D

A s p e k  K a j ia n
C a p a ia n /K o n d is i  

S a a t  in i

S t a n d a r  y a n g  

D ig u n a k a n
IN T E R N A L

( K E W E N A N G A N

S K P D )

E K S T E R N A L

(D IL U A R

K E W E N A N G A N

S K P D )

p e r e n c a n a a n  r u a n g p e r t a n a h a n  

k a r e n a  m a s i h  

k e w e n a n g a n  

P e m e r i n t a h  P u s a t  

( B P N )

s e b a g a i  b a h a n

p e n y u s u n a n

R T R

P e m b e r d a y a a n  

P e r a n  S e r t a  

M a s y a r a k a t  

d a l a m

p e n y e l e n g g a r a a  

n  p e n a t a a n  

r u a n g

B e l u m  o p t i m a l n y a

m e k a n i s m e

p e n ja r in g a n

a s p i r a s i

m a s y a r a k a t

U U  N o .  2 6  T a h u n  2 0 0 7 K e s i a p a n  S D M  d a n  

m e t o d e

p e n y e l e n g g a r a a n  

f o r u m  y a n g  

m e l i b a t k a n  p e r a n  

s e r t a  m a s y a r a k a t

I n s t r u m e n  

p e l i b a t a n  p e r a n  

s e r t a  m a s y a r a k a t

K o n t r i b u s i

s t a k e h o l d e r s

K e a n d a l a n

b a n g u n a n

g e d u n g  p e m d a

d a n  p e n e r a p a n

k o n s e p  g e d u n g

r a m a h

l i n g k u n g a n

( g r e e n  b u i l d i n g )

u n t u k

k e t a h a n a n

e n e r g i

B e l u m  o p t i m a l n y a  

p e m e n u h a n  

p e r s y a r a t a n  t e k n i s  

k e a n d a l a n  

b a n g u n a n  d a n  

p e n e r a p a n  k o n s e p  

g e d u n g  r a m a h  

l i n g k u n g a n

-  U U  N o .  2 8  T a h u n  

2 0 0 2  t e n t a n g  

B a n g u n a n  G e d u n g

-  P e r g u b  N o .  1 3 0  

T a h u n  2 0 1 2  t e n t a n g  

T i m  A h l i  B a n g u n a n  

G e d u n g  ( T A B G )

K o m p e t e n s i  d a n  

k a p a s i t a s  S D M  

t e r k a i t

p e r k e m b a n g a n  

t e k n o l o g i  b a n g u n a n

B e l u m

d i t e t a p k a n n y a  t a t a  

l a k s a n a  ( N S P K )  

p e n y e l e n g g a r a a n  

b a n g u n a n  g e d u n g  

p e m d a

L e m a h n y a  

p e n g e n d a l i a n  

k u a l i t a s  h a s i l  o l e h  

S K P G  P e n g g u n a  

A n g g a r a n

K e m a m p u a n  

m e m b u a t  

p e r h i t u n g a n  b i a y a  

o l e h  S K P D  

P e n g g u n a  

A n g g a r a n

M a s i h  

r e n d a h n y a  

k u a l i t a s  

b a n g u n a n  

g e d u n g  P e m d a

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, 

telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur te rp ilih  dan telaahan isu strategis 

kementerian serta telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang m em iliki keterkaitan dengan Dinas 

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, maka dapat dirumuskan isu strategis dari Rencana 

Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun 

ke depan adalah sebagai b e r ik u t:

a. Konflik kebutuhan ruang yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas

Bertambahnya aktifitas perekonomian kota dan pertambahan penduduk akibat urbanisasi 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang untuk kegiatan komersial di satu sisi yang 

menyebabkan alih fungsi lahan dan berkurangnya lahan untuk hunian. Banyaknya pemukiman 

kumuh yang mengokupasi bantaran sungai/kali dan ruang terbuka hijau menyebabkan 

permasalahan kota yang sulit terpecahkan. Kebijakan pelampauan KLB dan pembangunan 

hunian vertikal khususnya di dekat pusat-pusat ekonomi kota menjadi suatu kebijakan yang 

harus direncanakan.
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Selain itu kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau yang diamanatkan oleh Undang Undang akan 

semakin sulit untuk dicapai. Saat ini luasan Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di DKI Jakarta 

baru mencapai sekitar 9,8% dari luasan daratan DKI Jakarta. Angka ini masih jauh dari arahan 

Undang-Undang Tata Ruang Wilayah yang mewajibkan ketersediaan ruang terbuka hijau 

m inim al 30% dari luasan daratan DKI Jakarta. Kurangnya porsi ruang terbuka hijau dapat 

mengarah pada resiko kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas 

pembangunan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan ruang terbuka hijau menjadi salah 

satu perhatian utama te rka it penataan ruang di DKI Jakarta.Selain itu, ruang terbuka hijau juga 

dapat mengarah pada meningkatnya kohesifitas masyarakat yang dapat memberikan dampak 

positif bagi kehidupan masyarakat DKI Jakarta.

Akibat konflik antara kebutuhan ruang yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas 

menyebabkan munculnya permasalahan kota menahun yang terus terjad i dan belum dapat 

terselesaikan seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, penurunan permukaan tanah, 

dan lainnya.

b. Pengawasan dan Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Selain perencanaan yang berkualitas, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

menjadi sangat penting karena arah dan kebijakan dalam penataan ruang menjadi dapat 

te rkon tro l dan dinamika lapangan sebagai masukan dalam proses evaluasi dapat diperoleh. 

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian yang baik diperlukan penegakan 

hukum yang konsisten dengan didukung penguatan landasan hukumperaturan terka it 

pengawasan dan penertiban bangunan khususnya dalam hal pemberian efek jera (hukuman) 

terhadap subjek pelaku pelanggaran hukum bangunan.

c. Integrasi penataan ruang dan penataan pertanahan

Sulitnya pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan, khususnya penerapan Rencana Tata 

Ruang untuk in frastruktu r kota, salah satunya adalah belum terintegrasinya penataan ruang 

dengan hak atas tanah sehingga banyak rencana pembangunan in frastruktu r kota untuk 

menata kota dan menyelesaikan permasalahan kota menjadi terham bat bahkan menjadi gagal. 

Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkendala status dan kepemilikan 

tanah oleh masyarakat. Perencanaan tata ruang yang tidak m emperhitungkan kepemilikan 

tanah sebagai salah satu data dasar perencanaan karena terbatasnya akses atas data 

pertanahan yang dim ilik i lembaga lain menyebabkan Rencana Tata Ruang yang dihasilkan 

mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Kebijakan satu peta untuk mengintegrasikan data dalam satu peta yang sama, baik antara 

SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan lembaga 

eksternal merupakan salah satu solusi untuk mengintegrasikan keduanya sekaligus 

meningkatkan kualitas perencanaan ruang yang dihasilkan.

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan konstruksi bangunan gedung pemerintah

Rendahnya m utu penyelenggaraan konstruksi, khususnya penyelenggaraan konstruksi 

bangunan gedung pem erintah daerah, termasuk mutu SDM sektor konstruksi menyebabkan 

banyak ditemukan bangunan pemerintah daerah yang sudah mengalami penurunan kualitas 

meskipun usia bangunan masih terbilang muda sehingga harus dilakukan rehabilitasi tota l. 

Belum optim alnya pelaksanaan penataan kapasitas kelembagaan, baik yang dilakukan oleh 

pem erintah pusat maupun pemerintah daerah, serta belum terselenggaranya pembinaan 

teknis kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan konstruksi merupakan salah 

satu penyebabnya.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Dalam menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas C ipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan, m enetapkantu juan jangka menengah 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

NO Tujuan Sasaran
Ind ikator Tujuan /  

Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

pada Tahun ke

1 2 3 4 5

1 Mewujudkan 

penataan 

ruang kota 

yang terpadu 

dan

berkelanjutan

Meningkatnya 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang dengan 

rencana tata 

ruang

Persentase penurunan 

pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai dengan 

rencana

42 41 40 39 38

2 Meningkatkan 

produktivitas 

dan integritas 

aparatur 

dalam

mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

dan

keuanagan 

daerah yang 

akuntabel dan 

transparan

Meningkatnya 

kompetensi 

dan iklim  kerja 

aparatur

Persentase sarana dan 

prasarana aparatur yang 

sesuai standar

52 54 56 58 60

3 Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

dan keuangan 

daerah yang 

transparan 

dan akuntabel

Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

dan keuangan 

Daerah yang 

transparan dan 

akuntabel

SkorEKPPD 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Untuk mengukur ketercapaian 

tujuan ditetapkan sasaran untuk setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

ke depan. Adapun sasaran dari setiap tujuan, yaitu:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama adalah :

• Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2. Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :

•  Meningkatnya kompetensi dan iklim  kerja aparatur
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3. Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah :

•  Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan 

akuntabel

Tujuan dan sasaran jangka menengah ini merupakan upaya menjabarkan visi dan misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan meyelesaikan permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis 

daerah dalam lingkup tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan tu juan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat 

dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau 

langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat 

bagaimana SKPD menciptakan nilai tam bah (value added) bagi stakeholder yang dilayaninya. 

Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas 

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022 terangkum di dalam Tabel 5.1.

>  STRATEGI

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan, strategi yang diambil sebagai

berikut:

1. M endorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar

3. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja 

pegawai

4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan 

efektivitas kinerja pegawai

> KEBIJAKAN

Kebijakan yang ditem puh untuk menjalankan masing-masing strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, 

penyusunan peraturan turunan Perda te rka it tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang serta evaluasi secara berkala

2. Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar

3. Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui melalui peningkatan dan 

pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan 

kesejahteraan bagi semua

M is i: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan 

keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, 

kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan penataan 

ruang kota yang terpadu 

dan berkelanjutan

Meningkatnya 

kesesuaian 

pemanfaatan ruang 

dengan rencana tata 

ruang

Mendorong pemanfaatan 

ruang sesuai Rencana Tata 

Ruang

Meningkatkan kualitas rencana 

tata ruang melalui Pemutakhiran 

data dasar perencanaan, 

Pelaksanaan kebijakan satu peta, 

pembangunan sistem informasi 

tata ruang, penyusunan 

peraturan turunan Perda terkait 

tata ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang serta evaluasi 

secara berkala

Misi : Menjadikan Jakarta tem pat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan 

berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Meningkatkan 

produktivitas dan 

integritas aparatur dalam 

mewujudkan tata kelola 

pemerintahan dan 

keuanagan daerah yang 

akuntabel dan transparan

Meningkatnya 

kompetensi dan iklim 

kerja aparatur

Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan 

bangunan gedung pemda 

yang memenuhi standar

Meningkatkan kualitas gedung 

pemda melalui pembinaan dan 

penyusunan kebijakan teknis, 

perencanaan, pembangunan, 

pengawasan serta 

rehabilitasi/renovasi gedung 

sesuai standar

Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan dan 

keuangan daerah yang 

transparan dan akuntabel

Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan dan 

keuangan Daerah yang 

transparan dan 

akuntabel

Peningkatan dan 

pengelolaan kantor dalam 

mendukung efisiensi dan 

efektifitas kinerja pegawai

Meningkatkan sarana prasarana 

kantor yang sesuai standar 

melalui melalui peningkatan dan 

pengelolaan kantor serta 

pengelolaan kendaraan 

operasional

Peningkatan dan 

pengelolaan kendaraan 

operasional dalam 

mendukung efisiensi dan 

efektivitas kinerja pegawai
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan pencapaian tu juan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan tahun 2018-2022, maka disusun program dan kegiatan pembangunan dengan 

mengacu pada strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Rencana program dan kegiatan selama lima 

tahun kedepan berikut indikator kinerja, kelom pok sasaran dan pendanaan ind ikatif d itam pilkan 

pada Tabel 6.1

Adapun program-program yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai b e r ik u t:

1. Program Penataan Ruang

2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda

3. Program Penyiapan Akuisisi Tanah

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan

5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

6. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Dari 6 (enam) program tersebut di atas, hanya ada 3 (tiga) program prioritas yakni Program 

Penataan Ruang, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda, dan Program Penyiapan 

Akuisisi Tanah/ Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan sesuai dengan urusan dan 

sub urusan yang dilaksanakan. Program Penyiapan Akuisisi Tanah dan Program Penyediaan dan 

Pengelolaan Data Pertanahan adalah program yang sama untuk melaksanakan urusan Pertanahan, 

dimana Program Penyiapan Akuisisi Tanah hanya digunakan pada tahun 2018 sedangkan Program 

Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan digunakan tahun 2019 sampai 2022.

Berdasarkan pada program tersebut di atas maka Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi sebagai UKPD Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pelaksana tugas di w ilayah kota dan pelaksana tugas khusus juga 

pelaksana sebagian program yang sama pada bidang yang ada pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Rincian Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat d ilihat pada tabel M atriks Program dan 

Kegiatan.
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk m engukur keberhasilan kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam m endukung pencapaian visi dan misi jangka menengah 

pem bangunan Provinsi DKI Jakarta d ibutuhkan ind ika to r kinerja. Ind ika tor Kinerja Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang dan Pertanahan yang m endukung tu juan  dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018- 

2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V l l . l

Target Indikator Kinerja Program Tahun 2 0 1 7 -2 0 2 2  Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

Pertanahan

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM

Kondisi 

pada awal 

periode 

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi 

Kinerja 

Pada Akhir 

Periode 

RPJMD2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rasio kesesuaian 

rencana tata  ruang
57% 58% 59% 60% 61% 62% 62%

2

Persentase 

pelanggaran ta ta  

ruang yang 

ditangan

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

3

Persentase 

pembangunan 

gedung pemda 

yang m em enuhi 

standar

50% 52% 54% 56% 58% 60% 60%

4

Persentase

penyelesaian

adm inistrasi

pertanahan

72,55 % 73,26 % 0% 0 % 0 % 0% 73,26 %

5

Jumlah bidang 

tanah yang sudah 

terdata.

1.028.736

Bidang
0

1.127.736

Bidang

1.233.736

Bidang

1.318.236

Bidang

1.417.841

Bidang

1.417.841

Bidang

6
Indeks kepuasan 

pelayanan kantor
3 4 4 4 4 4 4

7

Indeks kepuasan 

pelayanan 

kendaraan 

operasional

3 4 4 4 4 4 4

Ind ika tor kinerja ini merupakan ind ika to r kinerja utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan yang akan d iuku r setiap tahun sebagai to lak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi 

pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam periode jangka menengah 

selanjutnya.
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BAB VIII 

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 

Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk memberikan arahan dan tujuan penataan ruang, pertanahan dan 

pembangunan gedung pemda secara lengkap dan terstruktu r. Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 

dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2008 - 2022 ini merupakan pedoman yang digunakan Dinas Cipta 

Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun rencana kerja tahunannya 

yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini, maka program dan kegiatan yang akan disusun 

pertahun anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut diharapkan akan membuat 

penyelenggaraan penataan ruang menjadi optim al dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan tata 

ruang serta sejalan dengan tu juan pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan.

Selain sebagai pedoman, Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI 

Jakarta tahun 2018 -2022 ini juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan 

atau kegagalan penyelenggaraan penataan ruang selama kurun waktu 5 tahun ke depan karena 

Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 2008 - 2022 ini berisi tu juan 

dan sasaran strategis yang ingin dicapai dan juga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai 

penjabaran visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI 

Jakarta. Penetapan program dan kegiatan selain terka it dengan strategi dan kebijakan juga terka it 

dengan kondisi SDM yang semakin berkurang secara kuantitas dan perubahan organisasi yang terjadi.

Penyusunan Renstra ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada 

Renstra periode sebelumnya atas Renstra Dinas Tata Ruang dan Renstra Dinas Pengawasan dan 

Penertiban Bangunan dikarenakan secara tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari 2 instansi tersebut 

ditam bah fungsi pembangunan gedung pemda. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, banyak capaian 

kinerja yang tidak bisa diukur lagi karena adanya perubahan tugas dan fungsi dan banyak program yang 

tidak dilaksanakan atau tidak ada kegiatannya.. Oleh karena itu, pada Renstra Dinas Cipta Karya, Tata 

Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 - 2022 ini indikator kinerja yang disusun lebih 

spesifik menggambarkan kinerja penataan ruang dan mudah terukur serta tidak banyak program 

prioritas yang disusun dengan harapan program dan kegiatan yang dijalankan dapat menjawab tujuan 

dan sasaran strategis yang diinginkan.
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